
 

 

 

 

BUPATI SEMARANG 

PROPINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 

NOMOR 41 TAHUN  2017 

 
TENTANG 

 
 TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN 

DI KABUPATEN SEMARANG 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI SEMARANG, 
 

Menimbang :  a.  bahwa tarif retribusi pelayanan 
persampahan/kebersihan yang berlaku saat ini sudah 
tidak memadai lagi untuk mendukung operasional 
penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan di 
Kabupaten Semarang, sehingga perlu disesuaikan 
dengan memperhatikan indeks harga dan perekonomian 
daerah;  

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 94 Peraturan 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Umum, disebutkan bahwa tarif retribusi 
ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan penetapan 
tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Tarif 
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di 
Kabupaten Semarang; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan 
Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    
Nomor 1652); 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4851); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia   Nomor 3079); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3500); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang 
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 
Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 



tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14  
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 
2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 13); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8  Tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor  2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) 
sebagaimna telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 8  Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 
Nomor  7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 7);  

16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 
Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 21);  

18. Peraturan Bupati Semarang Nomor 34 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi 
Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten 
Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 
2017 Nomor 34); 

 
 

 
MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI 

PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI 
KABUPATEN SEMARANG. 

 
 

Pasal 1 

Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Semarang 
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 
 

 

 

 



Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

 
Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal 31-05-2017        
 
BUPATI SEMARANG, 

 

 
 

 
 
 
Diundangkan di  Ungaran 
pada tanggal 31-05-2017          
8-03-2012 
     SEKRETARIS DAERAH  

   KABUPATEN SEMARANG, 
 

          
 
     GUNAWAN WIBISONO 

 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 41 

 

ttd. 

MUNDJIRIN 

ttd.  



 

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG 
NOMOR 41 TAHUN  2017 
TENTANG  
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN 
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI 
KABUPATEN SEMARANG. 

 
 

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN 
DI KABUPATEN SEMARANG 

  

 
No 

 
JENIS RETRIBUSI 

TARIF LAMA     
( RP ) 

   TARIF BARU    
 ( RP ) 

A. 
 
 

B. 
 
 
 

C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. 
 
 
 
E. 
 
 
 
 

F. 
 
 

Rumah tangga :  
1. Rumah tinggal     
2. Asrama  

Perkantoran : 
1. Kantor Pemerintah 
2. Kantor Swasta 
3. Perbankan 

Bidang Usaha : 
1. Pertokoan 
2. Rumah Makan, Bengkel, Showroom,  

Swalayan, Minimarket, SPBU 
3. Salon, Hotel Melati, Apotek, Biro Perjalanan 
4. Kios, Warung, Warung Makan 
5. Hotel Bintang, Rumah Sakit 
6. Pasar 

a. Lesehan/Oprokan 
b. Los/Kios 

7. Pedagang Kaki Lima (PKL) 

Perusahaan : 
1. Industri Besar atau Pabrik 
2. Industri Kecil atau Rumah Tangga  
 
Tempat Pendidikan : 
1. T
2. P
3. L

Lembaga Kursus  

Kegiatan atau Even Tertentu  

 
1.000/bln 

1.000/rmh/bl 
 

7.000/bln 
7.000/bln 
7.000/bln 

 

6.000/bln 
8.000/bln 

 
7.000/bln 
4.000/bln 

13.500/m3 
 

300/hari 
300/hari 
300/hari 

 

13.500/m3 
6.000/bln 

 
 

6.000/bln 
6.000/bln 
6.000/bln 

 

25.000/hari 
 

 
2.500/bln 

2.000/rmh/bl 
 

50.000/bln 
50.000/bln 
50.000/bln 

 

50.000/bln 
150.000/bln 

 
25.000/bln 
10.000/bln 
15.000/m3 

 
0/hari 
0/hari 

400/hari 
 

15.000/m3 
15.000/m3 

 
 

30.000/bln 
100.000/bln 
20.000/bln 

 

150.000/hari 
 

 
 
 

         BUPATI SEMARANG, 
 
                                            ttd. 

 MUNDJIRIN 

TK,SD,SMP,SMA, Sekolah Kejuruan   
Perguruan Tinggi    
Lembaga Pendidikan Keagamaan dan 


